
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.22, 2019 GEOLOGI. Taman Bumi. Geopark. Keanekaragaman 

Hayati. 

 
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kondisi geologi Indonesia yang terletak pada 

pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan 

Indonesia memiliki Keragaman Geologi (Geodiversity) 

yang bernilai; 

b. bahwa Keragaman Geologi (Geodiversity) tersebut 

memiliki nilai Warisan Geologi (Geoheritage) yang 

terkait dengan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) 

dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dapat 

dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman 

Bumi (Geopark) yang berkelanjutan, utamanya dalam 

rangka pengembangan destinasi pariwisata; 

c. bahwa untuk pengembangan Taman Bumi (Geopark) 

melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, 

dan pembangunan perekonomian masyarakat secara 

berkelanjutan utamanya melalui pengembangan 

sektor pariwisata, diperlukan tata kelola 

pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang dapat 

dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Pengembangan Taman Bumi (Geopark); 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

4.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888); 

5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966);  

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5168); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka 

Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5798); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5262);  

13.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN 

TAMAN BUMI (GEOPARK). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut 

Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau 

gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi 

(Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek 

Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi 

(Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), 

dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta 

dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan 

pembangunan perekonomian masyarakat secara 

berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari 

masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat 

digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan 

kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan 

sekitarnya. 
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2. Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran 

keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, 

fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi 

kekayaan hakiki suatu daerah serta 

keberadaan,kekayaan penyebaran, dan keadaannya 

yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah 

tersebut. 

3. Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman 

Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai 

suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah 

atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai 

ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga 

dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan 

pendidikan kebumian. 

4. Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan 

Geologi (Geoheritage) dalam kawasan Geopark dengan 

ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.  

5. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah 

keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua 

sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan 

ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks 

ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya. 

6. Keragaman Budaya (Cultural Diversity) adalah budaya 

masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat 

berwujud (tangible) maupun tidak berwujud 

(intangible). 

7. Pengembangan Geopark adalah tata kelola Geopark 

guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi 

(Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), 

Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman 

Budaya (Cultural Diversity) yang dilakukan bersama-

sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, 

edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat 
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